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ABSTRAK

Amanat Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) dapmsal 1 ayat (2)
menyatakan bahwa “Kedaulatan adalah ditangan rakgmatdilakukan berdasarkan
Undang-Undang Dasar”, mengisyaratkan bahwa Indarealah negara demokrasi.
Salah satu ciri negara demokrasi adalah diseleagganya pemilihan umum
(pemilu) yang terjadwal dan berkala untuk menemukaakil-wakil dalam
melaksanakan pengawasan, penyaluran aspirasikpodiklyat membuat Undang-
Undang. Sesuai ketentuan pasal 22E ayat (6) UU.1Bdlam penyelenggaraan
pemilu tidak dipungkiri akan terjadi pelanggararhéelap asas-asas pemilu, seperti
dugaan penghitungan suara yang salah oleh KPUI| RP4€aayat (1) dinyatakan
bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untukenyelesaikan
perselisihan hasil pemilu. Dalam pengajuan permahosyarat mutlak yang harus
dipenuhi adalah kedudukan hukurhegal Standing). Adapun permasalahannya
adalah bagaimana proses penyelesaian perselisiasih femilu di Mahkamah
Konstitusi dan bagaimana analisis yuritigal standing dalam permohonan gugatan
perselisihan hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitialam penulisan ini penulis
menggunakan metode penelitian yuridis normatifasglan data yang digunakan
adalah data sekunder serta teknik pengumpulanbdatgpa studi ke perpustakaan.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Psgsenyelesaian sengketa pemilu
diatur dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 UUZ2Maahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah KonstiNi 16 Tahun 2009 tentang
Pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemililmanm anggota DPR, DPD, dan
DPRD, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 17 tahu®92@entang Pedoman
beracara dalam perselisihan hasil pemilu Presiden \Wakil Presiden. Proses ini
meliputi penyerahan permohonan oleh peserta peselaku pihak berkepentingan,
pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangaoiasanKedudukan hukum
merupakan syarat mutlak bagi pemohon untuk mengajupermohonan ke
Mahkamah KonstitusiLegal standing yang diterima dalam permohonan perselisihan
hasil pemilu adalah permohonan partai politik meldetua Umum atau Sekjen
masing-masing partai politik. Partai politik merkpa satu-satunya pemohon yang
dapat mengajukan permohonan perselisihan hasillpatiMahkamah Konstitusi
karena partai politik mempunyai kepentingan langsuaalam perselisihan hasil
pemilu.
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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hampir semua negara di dunia menyakini demokrasagss tolok
ukur tak terbantah dari keabsahan politik. Keyakibahwa kehendak rakyat
adalah dasar utama kewenangan pemerintah menjadi ydiag tak
terbantahkan dalam sistem politik demokrasi. Halmenunjukkan bahwa
rakyat diletakkan pada posisi penting walaupun reegeelaksanaannya di
berbagai negara tidak selalu sama. Tidak ada negarg ingin dikatakan

sebagai negara yang tidak demokratis atau neganigeot

Demokrasi sebagai ‘pemerintahan dari, oleh dan kuntakyat’
(democracy is government from people, by people and for people) tidak
sekadar istilah. Pemaknaannya adalah, dengan sagre(kedaulatan)
ditangan rakyat mengisyaratkan bahwa segala seswatg berhubungan

dengan rakyat harus diberitahukan dan mendapat (@stsetujuan) rakyat.

! Boby Lukman, Pemilu sebagai Proses Demokrasi Menuju Cita-cita Bangsa, diakses dari internet
tanggal 30 April 2011



Amanat konstitusi (UUD 1945) dalam Pasal 1 ayatn{@nyatakan
bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan uklak berdasarkan
Undang Undang Dasar”, sesungguhnya telah cukup isyamgtkan bahwa
Indonesia adalah negara demokrasi meski tidak ®kpinyatakan demikian.
Hanya ditegaskan bahwa Indonesia adalah negaramhulegara Hukum

(rechtstaat) adalah ciri negara modern (negara demokfasi).

Hukum didalam suatu negara hukum haruslah hukung yambuh
secara demokratis, hukum yang bersumberkan kepadaulatan rakyat
melalui cara-cara yang demokratis yaitu hukum ydibgat dan tumbuh serta
pelaksanaannya berada dibawah kontrol dan merataitcara kontitusional

tertentu’

Jika prinsip demokratisasi bergandengan dengan npesarta
(partisipasi) masyarakat dan prinsip keterbukaata sskuntabilitas, niscaya
penyelenggaraan pemerintahan/negara berdasarkanhakam akan lebih
baik. Keterwakilan rakyat melalui lembaga yang espntatif tidak akan
memunculkan ‘gugatan’ baru berkenaan dengan adarmgguan rakyat pada

persoalan kapabilitas dan kredibilitas wakilflya

2.

ibid
* Didi Nazmi, Konsepsi Negara Hukum, Angkasa Raya
4 .

Bobby Lukman, op.cit



Salah satu ciri negara demokrasi adalah diseleagganya pemilihan
umum (pemilu) yang terjadwal dan berkala. Pemilalad arena kompetisi
untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yalgasarkan pada pilihan

formal dari warganegara yang memenuhi syarat.

Pemilu sebagai salah satu sarana perwujudan keaaulakyat
dilaksanakan secara langsung untuk menentukan wakakil rakyat dalam
melaksanakan pengawasan, penyaluran aspirasi kpobhkyat membuat
Undang-Undang sebagai landasan bertindak wargardlegaa merumuskan
semua anggaran untuk pelaksanaan fungsi-fungsibiers Sesuai ketentuan
Pasal 22E ayat (6) UUD1945 pemilihan umum dilakukswuk memilih

anggota DPR, DPD, DPRD.

Selain penentuan sistem pemilu, asas pemilihan ujaga menjadi
faktor penentu bagi terlaksananya pemilu yang Bdcara umum asas yang
berlaku vyaitu : jujur Itonesty), adil (fair), langsung direct), umum

(general/popular), bebasftee/fredom), rahasiagecret/privacy).®

Pemilu itu pada pokoknya dapat dirumuskan menja@ndpat), yaitu
untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpin@emerintahan

secara tertib dan damai, untuk memungkinkan teny@dpergantian pejabat

>Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4721 tahun 2009
® Charles Simabura, dalam artikel yang berjudul Kilas Balik Dan Telaah Kritis Pemilu Di Indonesia Serta
Pentingnya Peran Publik Sebagai Perwujudan Demokrasi



yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembagawgkilan, untuk
melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan unelkeanakan prinsip hak-

hak asasi warga negdra.

Dalam penyelenggaraan pemilu, bukan tidak mungkemjadi
pelanggaran terhadap asas-asas pemilu. Selaiteitlapat berbagai macam
bentuk pelanggaran serta timbulnya sengketa menpgasih Pemilu baik dari
penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KBMhg dianggap
tidak sesuai oleh beberapa pihak seperti partaiipdUntuk itu, diperlukan
sebuah mekanisme hukum yang tegas serta ditentoldanlembaga atau

badan mana yang berwenang mengatasi persoalabuerse

Mahkamah Konstitusi (disingkat MK) adalah lembagmara dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan gpemekekuasaan
kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Dedgmikian,
kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan MPPRR,CDPD, Presiden,
BPK dan MahkamahAgung (MA). Sebagai lembaga barlf, merupakan

salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, disamgirfg

Dalam UUD 1945, Pasal 24C ayat 1 ditentukan baMahkamah

Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada tingkatt@ma dan terakhir yang

” Daniel Syarief, Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu
Legislatif, diakses dari internet tanggal 30 April 2011
® http://www.Wikipedia.com/ mahkamah konstitusi, diakses tanggal 29 April 2011




putusannya bersifat final yang salah satunya adafghk menyelesaikan
sengketa hasil Pemilu. Adapun yang dimaksud memgesrgketa hasil
Pemilu adalah perselisihan antara Peserta Pemitu Kadamisi Pemilihan

Umum (KPU) sebagai penyelenggara Penilu.

Penetapan hasil Pemilu yang dilakukan secara rasmeh KPU
yang mempengaruhi terpenuhinya ambang batas peroleliara 2,5% (dua
koma lima perseratus), perolehan kursi partai iggheserta Pemilu dan kursi
calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupiit#a dari partai
politik di suatu daerah pemilihan dan terpilihnyalon anggota Dewan
Perwakilan Daerah. Perselisihan hasil Pemilu tenseterkait dengan
kemungkinan adanya kesalahan hasil penghitungara si@ang diumumkan

oleh KPU dan hasil penghitungan suara yang benauraePemohont’

Pihak yang ingin mengajukan gugatan harus memesydrat yang
diatur dalam konstitusi. Syarat mutlak yang harysemuhi adalah tentang
kedudukan hukum pemohon atéegal standing agar dapat berperkara di

Mahkamah Konstitusi. Seringkali pemohon tidak sacartegas

° Daniel Syarief, op,cit.

%ibid



menghubungkan syarat-syarat menjadi pemohon desgarat kerugian

konstitusional yang diderita pemohth.

Legal standing merupakan sesuatu yang penting dalam mengajukan
permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karemah ssatu syarat
berbicara di Mahkamah Konstitusi adalah memiliggal standing atau
kedudukan hukum. Mahkamah Konstitusi dalam memugesgketa
perselisihan hasil pemilu harus meliHagjal standingnya terlebih dahulu.
Putusan dapat berupa penolakan, tidak dapat dédewiitolak sebagian atau

diterima seluruhnya tergantung diagal standing pemohon.

Salah satu contoh pentingnya kedudukan hukum lagal standing
dalam sengketa pemilu adalah penolakan oleh Mahkadfoastitusi gugatan
sengketa pemilukada kabupaten Sambas, Kalimantaat,Bang diajukan
pasangan calon bupati-wakil bupati, Sudin Asrinsadi. Mahkamah
berpendapat, penggugat dalam perkara ini tidak fkerkedudukan hukum
(legal standing). “menurut Mahkamah pemohon tidak memenuhi syarat
kedudukan hukum sebagai pihak yang mengajukan pemam dalam
permohonan ini,” kata hakim Akil Mochtar membacalkamar putusan dalam

sidang yang digelar di gedung MK, Jakarta, Kam@&4p"?

" Bambang Sutiyoso, 2009, Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi,
Yogyakarta, Ull Press. HIm 26
2 http://www.JPNN.com/MK tolak gugatan Pemilukada Sambas, diakses tanggal 30 April 2011




Contoh lain adalah gugatan atas hasil pemilu kad&adbupaten
Bolaang Mongondow (Sulut) yang diajukan pasangdoncAditya Anugrah
Moha-Norma Makalalag dan bakal pasangan calon fultarMakalalag-
Hasna Mokodompit. Kedua pasangan itu menggugat &iomemilihan
Umum (KPU) Bolaang Mongondow terlibat usaha memajulpasangan
calon Salihi Mokodongan-Yanni Tuuk sebagai pemenaegilu kada.
Pemohon Suharjo-Hasna menyatakan seharusnya narekang lolos
sebagai calon kepala daerah bukan Salihi-Yannialidd secara prinsip,
mereka menganggap layak untuk lolos karena memesyainat administrasi
saat verifikasi pendaftaran calon. Permohonanngaseini pada akhirnya
tidak diterima oleh majelis MK. Hal itu diambil leara MK menerima eksepsi
dari pihak termohon, yaitu KPU Bolaang Mongondowb&umnya, Hakim
Konstitusi Hamdan Zoelva membacakan pertimbangarmkamah atas
eksepsi itu. "Pemohon tidak memiliki kedudukan umk(egal standing)
oleh karena pemohon bukanlah peserta dalam Penslda KKabupaten

Bolaang Mongondow Tahun 2011," ucapnya.

Dari contoh tersebut dapat kita lihat tidak semilaalp yang dapat
menjadi pemohon dalam berperkara di Mahkamah KosstiDalam Hukum

Acara Mahkamah Konstitusi yang boleh mengajukanrmplonan untuk

1 http://www.Medialndonesia.com/ MK Tolak Tiga Gugatan Sengketa Pemilu Kada, 28 April 2011,
23:31, diakses tanggal 29 April 2011




berperkara di Mahkamah Konstitusi ditentukan dalBasal 51 ayat (1)
Undang-Undang No. 24 tahun 2003 yang berbunyi seltesgikut:
a. Perseorangan warga Negara Indonesia
b. Kesatuan masyarakat hukum adat selama masih hidopseésuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negasatdan
Republik Indonesia dan diatur dalam undang-undang
c. Badan hukum publik atau privat
d. Lembaga Negara.
Persyaratanlegal standing atau kedudukan hukum dimaksud
mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalagdang-undang,

maupun syarat materiil berupa kerugian hak atavekewgan konstitusional

dengan berlakunya undang-undang yang sedang diticaso

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk membalhesih lanjut
mengenaiLegal Standing pemohon dalam berperkara di Mahkamah
Konstitusi yang nantinya akan dituangkan dalam karya tulis ilmétiam
bentuk skripsi dengan juddTINJAUAN YURIDIS LEGAL STANDING
PEMOHON DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU DI

MAHKAMAH KONSTITUSI".

. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa permasalahg menarik

untuk dicermati.adapun permasalahan tersebut adalah



1. Bagaimana proses penyelesaian perselisihan hagsiilupedi
Mahkamah Konstitusi?

2. Bagaimana analisis yuridisgal standing dalam permohonan gugatan
perselisihan hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN
Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian perselisiaai pemilu di
Mahkamah Konstitusi;

2. Untuk mengetahui analisis yuridiegal standing dalam permohonan
gugatan perselisihan hasil pemilu oleh MahkamahsKusi.

D. MANFAAT PENELITIAN
Adapun manfaat penelitian yang akan penulis lak@daiah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, memberikan masukan terhadap ipeaogetahuan
hukum vyaitu Hukum Tata Negara, khususnya dalam lagmb
Negara.

2. Manfaat praktis, adapun manfaat penelitian ini kisaya bagi
penulis sendiri adalah untuk melatih diri dan kenpaan penulis
dalam mengembangkan wawasan dan pengetahuan. Belgiga
bermanfaat bagi instansi-instansi pemerintahan rgepéomisi
Pemilihan Umum maupun lembaga-lembaga negara sepert
Mahkamah Konstitusi.

E. METODE PENELITIAN



Untuk mendapatkan hasil bentuk penyelesaian yangulige
kemukakan sebelumnya dan untuk dapat mempertanggangbkan
kebenarannya maka penulis melakukan penelitiarga¢barikut :

1) Pendekatan Masalah
Merupakan cara kerja atau tata cara kerja untukahami objek
yang menjadi sasaran dari pada ilmu pengetahuag parsangkutan.
Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatoara yuridis
normatif. Pendekatan secara yuridis normatif disgioga penelitian
hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis irerirsg kali hukum
dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam paratyrerundang-
undangan (law in books) atau hukum dikonsepkangsebeaidah atau
norma yang merupakan patokan berprilaku manusiag ydianggap
pantas-*
2) Sumber Data dan Jenis Data
Sumber data dari penelitian ini adalah : Penelit@pustakaan
yaitu suatu penelitian dengan pengkajian melallkubdauku, dokumen-
dokumen serta perundang-undangan yang relevan mlengaalah yang
dibahas.
Jenis data yang digunakan adalah :

Data Sekunder

* Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada, hal 117



Data Sekunder adalah data yang diolah melalui
kepustakaan. Data Sekunder ini adalah:
- Bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa
peraturan perundang — undangan. Bahan hukum primer
tersebut antara lain Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

- Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan yang didapat
dari buku-buku karangan para ahli, modul, suraakalan
bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yakana
dilakukan.
- Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang
memberi petujuk, informasi terhadap kata -kata yautgh
penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa
Indonesia, ensiklopedia dan beberapa artikel dadian
internet.

3) Metode Pengumpulan Data



Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggan
metode Studi dokumen yaitu dengan menemukan dagandil data di
perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahgrdipahas dan
sesuai dengan peraturan dan teori-teori hukum baitaal yang dapat

menunjang kesempurnaan skripsi ini.

4) Metode Pengolahan dan Analisis Data
a. Pengolahan data
Setelah data dikumpulkan dari penelitian di lapangeka
akan dilakukan editing. Dalam proses editing intadgang telah
dikumpulkan dilapangan diperiksa atau diteliti ketinlagar data jadi
lebih sistematik, sehingga ditemukan kebenaran yaada
hubungannya dengan masalah yang dibahas.
b. Analisis data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitia
adalah analisis kualitatif yaitu mengelompokkan deemnyeleksi data
yang diperoleh dari penelitian di lapangan yang Weian
dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, damlk&aidah hukum
yang diperoleh dari studi kepustakaan sehinggaralgte jawaban

atas permasalahan yang dirumuskan.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Proses penyelesaian sengketa pemilu diatur dalaal P4 sampai dengan
Pasal 79 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah tiKosis Peraturan
Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoberacara dalam
perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DD, DPRD, Peraturan
Mahkamah Konstitusi No. 17 tahun 2009 tentang Pedioberacara dalam
perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil PesidProses ini meliputi
penyerahan permohonan oleh peserta pemilu seldiak goerkepentingan,
pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidanggmjtasan.

2. Kedudukan hukum merupakan syarat mutlak bagi pemolmtuk
mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Pemalalah subjek
hukum yang memenuhi persyaratan menurut undangagndantuk
mengajukan perkara konstitusi kepada Mahkamah Kosist_egal standing
yang diterima dalam permohonan perselisihan hagmilp adalah
permohonan partai politik melalui Ketua Umum atakj8n masing-masing
partai politik. Partai politik merupakan satu-satarmpemohon yang dapat

mengajukan permohonan perselisihan hasil pemiMatkamah Konstitusi



karena partai politik mempunyai kepentingan langsdalam perselisihan

hasil pemilu.

B. SARAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas peméimberikan saran
yaitu, hendaknya diwacanakan untuk adanya suatuammsgke dan regulasi
khusus di internal masing-masing parpol untuk mkogedir terjadinya
berbagai macam perselisihan yang timbul dalam nateparpol. Selain itu
ketransparanan penghitungan suara yang dilakukab KBa menjadi hal

penting dalam mencegah timbulnya perselisinan pasililu.
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